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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Dalam sistem ekonomi Islam, suatu identitas usaha seperti lembaga 

keuangan syariah merupakan instrumen yang digunakan untuk menerapkan 

aturan-aturan ekonomi. Sebagian dari sistem ekonomi, lembaga tersebut 

merupakan bagian dari keseluruhan sistem sosial. Oleh karena itu, keberadaan 

masyarakat, serta nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat yang 

bersangkutan. lKarenanya, Islam menolakl pandangan yangl menyatakan 

bahwal ilmu ekonomil merupakan ilmul yang bebasl nilail (value lfree). 

Salahl satu bentukl bisnis yangl dijalankan secaral syariah adalahl bisnis 

keuanganl yang dilakukanl oleh berbagail lembagal keuangan, baikl yang 

berbentukl bank ataul nonl bank. Lembagal Keuangan Syariahl (LKS) 

merupakanl salah satul sektor ekonomil Islam yangl berkembang pesatl pada 

beberapal dekadel terakhir. Perkembanganl yang pesatl ini tidaklhanya didorongl 

oleh memburuknyal sistem perekonomianl dunial oleh lsistem konvensial, 

tetapil juga semangatl religius danl kepetingan praktisl pragmatis dalaml 

membangunl perekonomian lumat.  

Secara umum lembagal keuangan syariahl dan konvensional dapat 

dikatakan memiliki fungsi yang sama, yaitu menghimpun dana dari 

masyarakat dan mengelolanya dalam bentuk pernyetaan modal, leasing, 

asuransi dan sebagainya. Akan tetapi dalam beberapa hal lembaga keuangan 

syariah memiliki perlakuan yang berbeda karena transaksi yang berlaku 

dalam lembaga keuangan syariah yang sangat khusus jika dibandingkan 

dengan lembaga keuangan konvensional. Salah satunya adanya jaminan 

bahwa apa yang mereka jalankan sudah sesuai dengan pemenuhan syariat
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Islam dan adanya keyakinan bahwa apa yang dilakukan tidak melanggar 

prinsip syariah
1
. 

Karenal Lembaga Keuanganl Syariah berdiril di atasl fondasil syariah, 

makal ia harusl senantiasa sejalanl dengan syariahl (sharial compliance). lBaik 

dalam spiritl maupun aspekl teknisnya. Dalaml ajaranl Islam, ltransaksi 

keuanganl harus terbebasl dari transaksil yangl haram, berprinsipl kemaslahatanl 

(tayyib), misalnyal bebas daril riba, lgharar,riswah, danl masyir. Secaral umum 

dapatl dikatakan bahwal keuangan Islaml harus mengikutil kaidah danl aturan 

dalaml fiqhl muamalah. lPersyaratan-persyaratanl ini akanl mengakibatkan 

adanyal perbedaan yangl relatif subtansiall antara keuanganl Islaml dan 

keuanganl konvensial. Faktorl lain yangl membedakan adalahl adanyal Dewan 

Pengawasl Syariahl (DPS) dalaml struktur organisasil Lembagal Keuangan 

Syariahl yang bertugasl mengawasi produkl dan loperasionalnya. 

Kehadiran bank yang berdasarkan syariah di Indonesia masih relatif baru, 

yaitu pada awal tahun 1990-an, meskipun masyarakat Indonesia merupakan 

masyarakat muslim terbesar di dunia, untuk mendirikan bank syariah di 

Indonesia dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 18-20 

Agustus 1990. Tetapi hal inil belum cukupl membuatl bank-bankl syariah 

menjadil bank yangl terbesar dil Indonesia karenal minat masyarakatl yang 

masihl kurang, Bankl Syariah seolahl seperti sulitl menembusl dominasi 

perbankanl konvensional, padahall mayoritas masyarakat llIndonesia ladalah 

muslim. Keadaanl yang demikianl membuat masyarakatl ingin lmengetahui 

lebihl lanjutl tentang bankl syariah
2
. 

Bank Syariah menjadi salah satu bagian dari Lembaga Keuangan Syariah 

yang memiliki karakteristik berbeda dengan entitas konvensional. Perbedaan 

karakter tersebut mempengaruhi bentuk dan standar dalam kegiatan 

pengawasan lembaga bank syariah termasuk pelaksanaan auditnya. 

                                                           
1
Muhammad Ardi, Peran Audit Internal Terhadap Pelaksanaan Good Govenance di 

Perbankan Syariah, DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum, 2017. hal. 169-176 
2
Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 

2014), hal.165 
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Pengawasan bank syariah yang berada dalam otoritas pengawasan oleh OJK
3
 

dan Dewan Syariah Nasional (DSN) dilakukan dalam rangka menjaga 

kepatuhan terhadap prinsip-prinsip dan aturan syariah dalam operasional 

kegiatannya dan pelaporannya sesuai konsep perbankan syariah serta sesuai 

prinsip akuntansi bertema umum.
4
 Dalam hal ini,Dewan Pengawas Syariah 

(DPS) memiliki peran utama dalam pengendalian aspek syariah dan auditor 

memiliki peran utama dalam menguji (examination) penyajian laporan 

keuangan yang fair. Adapun standar audit yang berlaku pada LKS termasuk 

bank Syariah adalah standar audit yang dikeluarkan dan disahkan oleh 

AAOIFI  (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial 

Institutions) yang berada di Manama, Bahrain. 

Lembaga Keuangan  khususnya bank syariah yang bergerak di sektor 

keuangan (finance)yang umumnya memiliki risiko yang tinggi dalam 

pengelolaan bisnisnya. Oleh karena itu, disamping adanya pengawasan dan 

audit syariah,diperlukan elemen lain yang mendukung kesuksesan perbankan 

syariah yaituSharia Compliance (Kepatuhan Syariah). 

Salahl satu pilarl penting dalaml pengembanganl bank syariahl adalah 

sharial compliance. Pilarl inilah yangl menjadi pembedal utama antaral bank 

syariahl dengan bankl konvensional. Untukl menjamin teraplikasinyal prinsip-

prinsipl syariahl di lembagal perbankan, diperlukanl pengawasan syariahl yang 

diperankanl oleh Dewanl Pengawasl Syariah l(DPS). 

Bank Sumut Syariah merupakan salah satu sektor moneter yang 

melibatkandari masyarakat luas. Dalam kegiatan utamanya adalah 

menghimpun dana dan menyediakan berbagai pembiayaan yang harus diikuti 

dengan prosedur yang tepat, maka dari itu peran audit syariah sangatlah 

penting dalam memonitori seluruh kegiatan operasionalnya. 

                                                           
3
Minarni, Konsep Pengawasan, Kerangka Audit Syariah dan Tata kelola Lembaga 

Keuangan Syariah. Vol. VII No. 1, 2013, hal. 30  
4
Ibid, hal. 34 
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 Bisnis yang kompleks termasuk lembaga keuangan lebih cenderung 

menggunakan audit untuk mengatasi kesenjangan informasi antara pihak 

internal dan eksternal. Dan melihat hal tersebut maka Bank Sumut Syariah 

membutuhkan audit yang berkompeten untuk mengawasi kinerja seorang 

karyawan di sebuah perusahaan. Namun nyatanya pengembangan dari audit 

di Indonesia terhadap pemenuhan prinsip syariah belum berjalan secara ideal.  

Luasl ruang lingkupl audit syariahl mengakibatkan auditorl syariahl tidak 

hanyal memiliki kewajibanl untuk memeriksal kewajaran dalaml laporan 

keuanganlbankl syariah, melainkanl juga harusl memeriksal kesesuaian 

terhadapl prinsip syariahl yangl berlaku, sehinggal diperlukan adanyal auditor 

syariahl yang memilikil kompetensi dalaml bidangl keuangan/auditingl 

dansyariah. Di Indonesia sendiri, kebutuhan akan diuji kompetensi bagi 

auditor syariah ini difasilitasi oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)
5
 

Kasus yang terjadi di Bank Sumut Syariah Di Kota Medan ini adalah 

adanyal perbedaan antaral teori danl praktik yang dimana pada saat itu sistem 

kerja audit syariah di Bank Sumut belum berjalan sesuai standar sharia 

compliance.Teori mengatakan bahwa kinerja karyawan pada Bank Sumut 

Syariah sudah berjalan sesuai standar sharia compliance. Sedangkan 

praktiknya kinerja karyawan pada Bank Sumut Syariah belum berjalan sesuai 

standar sharia compliance. Ini dilihat dari latar belakang pendidikan 

karyawan. 

Danl ditengah pertumbuhanl yang pesatl dan tingginyalanimolmasyarakat 

terhadapl Bank Syariahl mengakibatkan terjadinyal ketimpaganl karena 

pemahamanl masyarakat terhadapl istilah daril keuangan danl Bankl Syariah 

masihl rendah danl ditambah lagil kualitas SDMl syariah yangl masihl kurang 

memadail denga baikl dari kualitasl dan kuantitasl dalam bidangl Perbankan 

                                                           
5
Sari Kusuma Dewi, dan Tjiptohadii Sawarjuwono.Tantangan Auditor Syariah : 

Cukupkah Hanya dengan Sertifikasi Akuntansi Syariah?. Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi, 

2019.hal. 45-52.  
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Syariahl sehingga kondisil saat inil berpotensi sebagail gap yangl pada lakhirnya 

bisal berpotensi lmenyimpang.  

Dari hasil wawancara dengan Buk Razniartiselaku Divisi Pengawas Bank 

Sumut Syariah Medan:  

“pernah terjadi yang melibatkan pihak internal bank yaitu 

penyaluran kredit fiktif. Akibat dari penyaluran kredit fiktif 

tersebut Bank Sumut berpotensi mengalami kerugian. Atas kasus 

tersebut menetapkan karyawan Bank Sumut Syariah sebagai 

tersangka.” 

Darilkasusl tersebut, membuktikanl tidak adal jaminan bahwal lembaga 

syariahl terutama bankl yang berbasisl syariah bebasl dari tindakanlfraud. 

Fraudl(kecurangan) dalaml organisasi dapatl dilakukan olehl berbagai 

ltingkatan, mulail dari levell bawah, pihakl manajemen, sampail pemilik. lOleh 

karenal itu, sebagail entitas yangl memiliki karakterl khusus, bisnisl keuangan 

syariahl memiliki risikol yang tinggil dalaml pengelolaannya, lsehingga 

dibutuhkanl prinsipl kehati-hatianl para pelakunyal dalam aspekl kepatuhan 

syariahl(sharial Compliance) sebagail upaya pencegahanl kemungkinanl risiko 

terjadinyalfraud. 

Seiringl dengan pertumbuhanl kepercayaan masyarakatlkepadal lembaga 

keuanganl syariah khususnyal bankl syariah, makalbank syariahl perlul untuk 

mempertahankanl dan meningkatkanl konsistensi penerapanl prinsipl syariah. 

Karenal dari hasill penelitian penulis menyatakan bahwaldampak dari kasus 

tersebut nasabah Bank Sumut Syariahyang menggunakan jasa bank syariah 

sebagian memiliki kecenderungan untuk berhenti menjadi nasabah 

dikarenakan keraguan akan konsistensi penerapan prinsip syariah yangl 

menggunakan jasal bankl syariah. Sehinggal pemenuhan prinsipl syariahl oleh 

pengelolal bank syariahl dibutuhkanl untuk lmenumbuhkan lkepercayaan 

seluruhlstakeholder.
6
 

                                                           
6
Siti maria Wardayati, Implikasi Sharia Governance Terhadap Reputasi dan 

Kepercayaan Bank Syariah. Walisongo, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 2011. hal.1-24 
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Auditl syariah menjadil salah satul cara untukl menjaga danl memastikan 

integritasl lembaga keuanganl syariah dalaml menjalankan prinsipl syariah. 

Auditl syariah dapatl memberikanlassurance kepadalstakeholder sertal sangat 

dibutuhkanl untuk meresponl perkembangan industril keuangan syariahl yang 

cepatl ini. Apabilal terjadi kegagalanl dalam auditl syariah, akanl berdampak 

burukl dan menyebabkanl kegagalan dalaml pemenuhanl prinsipl syariah litu 

sendiri
7
. 

Semakinl berkembangnya bankl syariah berimplikasil padal semakin 

besarnyal tantangan yangl harus dihadapil bankl syariah, dimanal tantangan 

terbesarl adalah mempertahankanl citra danl nama baikl dimata nasabahl agar 

tetapl menjaga kepercayaanl serta loyalitasl nasabah kepadal bank lsyariah 

Untuk mendukung kinerja perbankan syariah, diperlukan adanya auditor 

syariah yang komponen. Ketidaksesuaian antara harapan dan realita yang 

terjadi karena belum memadainya pemahaman auditor syariah yang terlihat 

dari audit syariah yang hanya difungsikan sebagai pelengkap dari audit 

keuangan. Selain itu, juga belum ditemukannya opini dari audit syariah 

seperti layaknya audit keuangan dari auditor independen. Hal ini tidak hanya 

terjadi di Indonesia saja. Salah satunya Malaysia yang juga mempunyai 

masalah yang sama, yaitu kurangnya SDM dari kompetensi auditor syariah 

yang memadai. 

Berdasarkan permasalah yang sudah diuraikan tersebut penulis tertarik 

untuk meniliti bagaimana peran dan kerangka kerja dari Audit Syariah 

melihat pandangan pegawai yang tidak dilatar belakangi pendidikan syariah 

menjadi pegawai Bank Syariah. Dan sudah mengikuti aturan dari kepatuhan 

syariah (sharia compliance).  Brdasarkan pemaparan tersebut, maka peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Eksplorasi Peran 

                                                           
7
Akbar, taufik, Sepky mardian, dan Syaiful Anwar,Mengurai Permasalahan Audit 

Syariah dengan Analytical network Process (ANP). Jurnal Akuntansi dan Keungan Islam,2015. 

hal. 101-103 
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Audit Syariah Dalam Pengawasan Praktih Sharia Compliance Pada Lembaga 

Keuangan Syaria (Studi PT Bank Sumut Syariah Di Kota Medan)”.  

B. lRumusan lMasalah  

Berdasarkanl latar belakangl di atas, makal rumusanl masalah yangl dapat 

diambill daril penelitianl ini ladalah: 

1. Bagaimanal peran auditl syariah dalaml  pengawasan kepatuhanl syariah 

(sharial compliance) padal PT Bankl SumutlSyariahl Di Kotal Medan? 

2. Bagaimanal kerangka kerjal audit syariahl dalaml pengawasn lkepatuhan 

syariahl (sharial compliance) padal PT Bankl Sumut Syariahl Di lKota 

lMedan? 

 

C. lTujuan lPenelitian  

Berdasarkanl rumusan masalahl tersebut, adapunl tujuan daril penelitianl ini 

lyaitu: 

1. Untukl mengetahui peranl audit syariahl dalam pengawasanl kepatuhan 

syariahl (sharial compliance) padalBank Syariah dalam hall ini Bankl 

SumutlSyariah Dil Kota lMedan. 

2. Untukl mengetahui kerangkal kerja auditl syariah dalaml pengawasan 

kepatuhanl syariah (sharial compliance) padalBank Syariahl dalam hall 

ini Bankl Sumut Syariahl Dil Kota lMedan. 

 

D. lManfaat lPenelitian 

1. lManfaat lTeoritis 

Hasill penelitian inil diharapkan dapatl memberikanl sumbangsi 

pemikiranl dalam memperkayal wawasan mengenail konsep auditl syariah 

danl bermanfaat dalaml pengembangan penelitianl mengenail audit lsyariah 

berikutnya, sertal dapat menegaskanl bahwa kinerjal keuanganl bank 

syariahl tidak hanyal sekedar setiapl hasil ekonomil yang mampul diraih 



8 
 

 
 

olehl perbankan padal saat periodel tertentu, melainkanl mampu 

menyajikanl sistem kepatuhanl syariah yangl dapat dijadikanl tuntunan 

hidupl dalam lberekonomi. 

2. lManfaat Praktisi  

a. Bagi Peneliti  

Hasill penelitianl ini diharapkanlSebagai pengalaman bagi 

penulis dalam merealisasikan pengetahuan yang diperoleh dibangku 

kuliah dan menerapkannya di lapangan. Danl dapat bermanfaatl bagi 

pengembanganl ilmu perbankanl syariah terutamal yangl berkaitan 

denganl kinerja auditl syariah padal Lembagal Keuangan lSyariah 

(LKS). 

b. Bagi perusahaan  

Hasill penelitian inil diharapkanlSebagai bahan evaluasi dan 

bermanfaat bagil manajemen dalaml mengelola Bankl Umuml Syariah 

denganl baik sekaligusl juga lmelaksanakan lpertanggungjawaban 

sosiall dengan lbaik.  

c. Bagi akademisi  

Hasill penelitian inil diharapkanl Sebagai bahan acuan bagi 

peneliti lain yag ingin membahas permasalahan penelitian yang 

sama. 

d. Bagi masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan referensi bagi 

pembaca dan dapat memberikan wawasan serta informasi mengenai 

ekonomi islam. 
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E. Sistematika Penulisan  

Untuk memberikan suatu gambaran dalam penyusunan proposal 

ini, maka penulis menggunakan sistematika penulisan yang terbagi 

menjadi 3 bab, yaitu:  

BAB 1 : Merupakan pendahuluan bab ini yang meliputi latar belakang 

masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II : Membahas tentang Bank Syariah, Audit Syariah, Sharia 

Compliance, Pengawasan Kepatuhan Bank Syariah, Penelitian 

Terdahulu dan Alur Penelitian. 

BAB III : Metode penelitian yang menguraikan tentang pendekatan 

pada penelitian ini, lokasi penelitian, waktu dan tempat 

penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data, 

teknik analisis data dan keabsahan data. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


